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BAB II 

KAJIAN TEORI 

A. Dispensasi Kawin 

1. Pengertian Dispensasi Kawin 

Secara sederhana pengertian dispensasi kawin 

dapat difahami dalam dua kata dasar, dispensasi dan 

kawin. Kamus besar bahasa indonesia (KBBI) 

mendefinisikan arti dispensasi adalah pengecualian 

dari aturan umum untuk suatu keadaan yang khusus 

pembebanan dari suatu kewajiban atau larangan, 

menyatakan bahawa suatu peraturan perundang-

undangan tidak berlaku untuk suatu hal yang khusus.
15

 

Pengertian dispensasi dalam Kamus Hukum 

yang dikarang oleh Sudarsono, makna dispensasi 

kawin adalah merupakan pengecualian dari suatu 

aturan secara umum untuk suatu keadaan yang 

bersifat khusus, pembebasan dari suatu larangan atau 

                                                 
15Tim Penyusun dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar 

Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1988), h. 270. 
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kewajiban.
16

 Hal senada yang disampaikan 

oleh C.S.T Kansil dan Chistine S.T makna dispensasi 

merupakan penetapan yang menyatakan bahwa suatu 

peraturan memang tidak berlaku bagi kasus yang 

diajukan oleh seorang pemohon.
17

 

Menurut Subekti dan Tjitosubodo dalam 

bukunya yang berjudul Kamus Hukum makna 

dispensasi menyatakan bahwa penyimpangan atau 

pengecualian dari suatu perintah yang berlaku, seiring 

menurut Roihan A. Rasyid makna dispensasi 

merupakan pemberian izin oleh Pengadilan Agama 

kepada calon mempelai yang belum cukup umur 

untuk melangsungkan perkawinan bagi pria yang 

umurnya belum mencapai 19 tahun dan bagi wanita 

yang umurnya belum mencapai 16 tahun, dispensasi 

kawin diajukan oleh pihak keluarga terutama orang 

                                                 
16Sudarsono, Kamus Hukum, (Jakarta: Rineka Cipta), 1992, h. 

102. 
17C. S. T Kansil dan Chistine S. T Kansil, Kamus Istilah Aneka 

Ilmu, (Jakarta: Surya Multi Grafika, 2001), h. 52. 



 

 

 

tua kepada Pengadilan Agama dalam bentuk 

permohonan.
18

 

Adapun perkawinan menurut UU No. 1 Tahun 

1974 tentang Perkawinan dapat diartikan sebagai 

berikut. Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara 

seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan 

tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang 

bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha 

Esa.
19

 

Berdasarkan penjelasan mengenai makna 

dispensasi kawin diatas dalam Islam tidak 

mengartikan secara spesifik mengenai makna 

dispensasi kawin, karena dalam Islam belum 

dijelaskan secara pasti mengenai batas usia seseorang 

boleh melakukan perkawinan, asalkan antara calon 

suami maupun istri telah saling baligh. 

 

                                                 
18Roihan A Rasyid, Hukum Acara Peradilan Agama, (Jakarta: Raja 

Grafindo Persada, 1998), h. 32. 
  19Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. 



 

 

 

2. Dasar Hukum Dispensasi Kawin 

a. Dispensasi Kawin Berdasarkan Hukum Positif 

Undang-Undang No 1 tahun 1974 berubah 

menjadi No 16 tahun 2019 tentang Perkawinan 

pada UU No 16 tahun 2019 terdapat beberapa 

pasal yang mengalami perubahan. Pada Pasal 7 

ayat (1) "Perkawinan hanya duzinkan apabila pria 

dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilas 

belas) tahun Pada ayat (2), "dalam hal terjadi 

penyimpangan terhadap ketentuan umur 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) orang tua 

pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat 

meminta dispensasi kepada pengadilan dengan 

alasan sangat mendesak disertai bukti- bukti 

pendukung yang cukup. Ayat (3) "pemberian 

dispensasi oleh pengadilan sebagaimana dimaksud 

ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua 

belah calon mempelai yang akan melangsungkan 

perkawian. 



 

 

 

Pasal-Pasal Undang-Undang sebagaimana yang 

tercantum yaitu : 

1) Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 

1 Tahun 1974 : 

Pasal 6 ayat (1): Perkawinan harus didasarkan 

atas persetujuan kedua calon mempelai. 

Pasal 6 ayat (2): Untuk melangsungkan 

perkawinan seorang yang belum mencapai 

umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat 

izin kedua orang tua. Jika izin dari kedua orang 

tua tidak didapat, maka Pengadilan 

dapatmemberikan izin tersebut berdasarkan 

permintaan orang yang akan melangsungkan 

perkawinan.
20

 

2) Pasal 7 ayat (1) Undang- Undang Nomor 16 

Tahun 2019 : perkawinan hanya diizinkan jika 

pihak laki-laki dan perempuan sudah mencapai 

umur 19 tahun.  

                                                 
20Pasal 6 Ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.  



 

 

 

3) Pasal 9 :  seorang yang masih terikat 

perkawinan dengan orang lain tidak dapat 

kawin lagi kecuali dalam hal yang termuat 

dalam pasal 3 ayat (2) dan pasal 4.  

4) Pasal Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 

Tentang Perkawinan dan Pasal 39 Peraturan 

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 

2019 Tentang Perkawinan yaitu tentang waktu 

tunggu seorang wanita yang putus 

perkawinannya.
21

 

5) PERMA No. 5 Tahun 2019 

PERMA ini ditetapkan pada tanggal 20 

November 2019 dan diundangkan pada tanggal 

21 November 2019 untuk diketahui dan 

diberlakukannya bagi segenap lapisan 

masyarakat. PERMA Nomor 5 Tahun 2019 

tentang pedoman mengadili permohonan 

                                                 
21Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan

   



 

 

 

Dispensasi kawin yang sudah diterbitkan ini 

merupakan payung hukum yang dapat 

digunakan dalam mengadili perkara dispensasi 

kawin, karena sebelumnya tidak ada aturan 

khusus yang mengatur secara jelas apa saja 

ketentuan yang dapat dijadikan alasan agar 

dispensasi kawin dikabulkan, sehingga tidak 

ada keseragaman antar pengadilan dalam 

mengadili permohonan dispensasi kawin.
22

 

Adapun tujuan ditetapkannya pedoman 

mengadili permohonan dispensasi kawin adalah 

untuk:
23

 

a) Menerapkan asas-asas sebagaimana 

dimaksud pasal 2 yaitu asas kepentingan 

terbaik bagi anak, asas hak hidup dan 

tumbuh kembang anak, asas penghargaan 

                                                 
22Bagya Agung Prabowo, Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan 

Dispensasi Perkawinan Dini Akibat Hamil Di Luar Nikah Pada Pengadilan 
Agama Bantul,Jurnal  Hukum IUS QUIA IUSTUM Vol. 2 No. 2 (2013): h. 
305.   

23Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019, Pedoman 
MengadilPermohonan Dispensasi Kawin, Pasal 3 Ayat (1-5). 



 

 

 

atas pendapat anak, asas penghargaan harkat 

dan martabat manusia, asas non diskriminasi, 

kesetaraan gender, asas persamaan di depan 

hukum, asas keadilan, asas kemanfaatan dan 

asas kepastian hukum. 

b) Menjamin pelaksanaan sistem peradilan 

yang melindungi anak. 

c) Meningkatkan tanggung jawab orangtua 

dalam rangka pencegahan perkawinan anak. 

d) Mengidentifikasi ada atau tidaknya paksaan 

yang melatar belakangi pengajuan 

permohonan dispensasi kawin. 

e) Mewujudkan standarisasi proses mengadili 

permohonan Dispensasi Kawin di 

Pengadilan. Peraturan Mahkamah Agung ini 

memang tidak masuk dalam hierarki 

perundang-undangan di Indonesia. Akan 

tetapi, PERMA diakui keberadaannya dan 

memiliki kekuatan hukum yang mengikat. 



 

 

 

PERMA dibuat guna memperlancar 

penyelenggaraan peradilan yang kerap 

kaliterhambat karena belum adanya atau 

kurang lengkapnya pengaturan hukum acara 

yang terdapat dalam Undang-

Undang.
24

Kedudukan peraturan-peraturan 

yang ditetapkan oleh lembagalembaga 

khusus/independen seperti Mahkamah 

Agung lebih tepat disebut juga sebagai 

peraturan yang bersifat lebih khusus (lex 

specialis).
25

 

Berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) UU 

No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dalam hal 

penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat 

meminta dispensasi kawin ke Pengadilan Agama 

atau pejabat lain yang berwenang ditunjuk oleh 

                                                 
24Ronald S Lumbuun, PERMA RI (Peraturan Mahkamah 

Agung Republik Indonesia) Wujud Kerancuan Antara Praktik 
Pembagian Dan Pemisahan Kekuasaan (Jakarta: Rajawali Pers, 2001), 
h.3. 

25Ni„matul Huda, Hukum Tata Negara Indonesia (Jakarta: PT. 
Raja Grafindo Persada, 2016), h.71–72. 



 

 

 

salah kedua pihak pria maupun wanita.
26

 

Mengenai halnya dengan permohonan dispensasi 

kawin Pasal 4 ayat (1) UU No. 3 Tahun 2006 

tentang Peradilan Agama, menyatakan bahwa 

permohonan dispensasi kawin dapat diajukan 

berdasarkan daerah hukum tempat tinggalnya 

pemohon yang terletak di kabupaten/kota.
27

 

Permohonan dispensasi kawin diajukan oleh orang 

tua calon mempelai yang usianya masih dibawah 

ketentuan usia perkawinan, selanjutnya bilamana 

Pengadilan Agama mengabulkan permohonan 

dispensasi kawin dalam bentuk penetapan, maka 

salinan tersebut dapat dijadikan sebagai memenuhi 

kekurangan persyaratan melangsungkan 

perkawinan.
28

 

                                                 
  26Pasal 7 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. 

27Pasal 4 ayat (1) UU No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan 
Agama. 

28Moh. Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam, (Jakarta: PT. 
Raja Grafindo, 1999), h. 183. 



 

 

 

 Ketentuan yang sama juga dijelaskan dalam 

Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 

mengenai ketentuan batas usia perkawinan, 

bilamana usianya belum mencapai usia minimal 

perkawinan dapat memohon dispensasi kawin ke 

Pengadilan Agama berdasarkan daerah hukum 

tempat tinggalnya, ketentuan tersebut terdapat 

dalam Pasal 12 dan Pasal 13 mengenai ketentuan 

prosedur pemahaman dispensasi kawin di 

Pengadilan Agama bagi yang usianya belum 

mencapai usia minimal seseorang boleh 

melakukan perkawinan, menyatakan sebagai 

berikut: 

Pasal 12 

(1) Perkawinan harus didasarkan persetujuan 

kedua calon mempelai 

(2) Perkawinan Seseorangcalon mempelai yang 

akan melangsungkan perkawinan belum 

mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin 



 

 

 

sebagaimana yang dimaksud Pasal 6 ayat (2) 

(3) (4) dan (5) Undang-undang No. 1 Tahun 

1974.
29

 

Pasal 13 

(1) Apabila seorang suami belum mencapai umur 

16 tahun hendak melangsungkan perkawinan 

harus mendapat dispensasi dari Pengadilan 

Agama. 

(2) Permohonan dispensasi kawin bgai mereka 

tersebut pada ayat (1) Pasal ini, diajukan oleh 

kedua orang tua pria maupun wanita kepada 

Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat 

tinggalnya. 

(3) Pengadilan Agama setelah memeriksa dalam 

persidangan dan berkeyakinan bahwa terdapat 

hal-hal yang memungkinkan untuk 

memberikan dispensasi tersebut, maka 

                                                 
29Pasal 12 Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975. 



 

 

 

Pengadilan Agama memberikan dispensasi 

kawin dengan suatu penetapan. 

(4) Salinan penetapan itu dibuat dan diberikan 

kepada pemohon untuk memenuhu 

persyaratan melangsungkan perkawinan.
30

 

b. Dispensasi Kawin Berdasarkan Hukum Islam 

Ketentuan batasan usia perkawinan belum 

pernah dikenal dalam fiqh Islam, namun cukup 

menegjutkan dalam Kompilasi Hukum Islam 

(KHI) justru ketentuan itu didukung sebagaimana 

dituangkan di dalam Pasal 15 ayat (1)  yang 

berbunyi
31

:  

“Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, 

perkawinan hanya boleh dilakukan calon  

mempelai yang telah mencapai umur yang 

ditetapkan d alam pasal 7 Undang-undang No.1 

tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya 

                                                 
30Pasal 13 Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975. 
31H. Abdul Hadi, Fiqh Perkawinan, (Patebon Kendal: Pustaka 

Amanah Kendal, 2017), h. 76-77. 



 

 

 

berumur 19 tahun dan calon isteri sekurang-

kurangnya berumur 16 tahun.”
32

 

   Oleh karena itu batasan-batasan umur di 

dalam Undang-undang perkawinan di negeri-

negeri Muslim dapat dikatakan merupakan 

fenomena baru di bidang hukum Islam.
33

 Imam 

Al-Syafi‟I berbeda dengan umumnya ulama fiqh, 

member batasan usia minimal yang jelas. Beliau 

berkata: 

“Mengacu sunnah Nabi bahawa melakukan perang 

jihad diizinkan untuk anak (paling kurang) umur 

15 tahun dan kaum Muslimin mengambil batasan 

itu untuk batasan umur dalam masalah anak-anak 

yatim. Maka ia berfirman „sehingga sampai 

mereka pada umur kawin jika kamu sekalian 

merasakan dari mereka (telah mencapai) 

kedewasaan‟ anak laki-laki dan perempuan tidak 

                                                 
32Tim Nuansa Aulia, Kompilasi Hukum Islam (KHI), (Bandung: 

Nuansa Aulia, 2012), h. 5. 
33Abdul Hadi, Pengaruh Mazhab Syafi’I di Asia Tenggara, 

(Semarang: Aneka Ilmu, 2003) , h. 61. 



 

 

 

dapat berbuat hukum sendiri kecuali (setelah 

berumur) lima belas tahun. Kecuali jika ia 

bermimpi basah atau perempuan memasuki masa 

haid, maka setelah itu bagi mereka urusan diri 

mereka. Dikawinkannya „Aisyah dengan Nabi oleh 

Abu Bakar pada umur tujuh tahun dan Nabi 

memebangun mahligai dengan dia pada umur 

Sembilan tahun atas dasar bahwa ayah lebih 

berhak atas seorang perawan dari pada dirinya 

sendiri, hal ini lebih layak ayah tidak boleh 

memeksanya sehingga ia balig untuk dapat diminta 

izinnya.
34

 

Jadi menurut Imam Al-Syafi‟i, lima belas 

tahun merupakan batas umur masing-masing 

mempelai. Meskipun A‟isyah dikawinkan di 

bawah wali mujbir dalam umur tujuh tahun, ia 

dikumpuli setelah umur Sembilan tahun.
35

 

                                                 
34Abdul Hadi, dikuti dari al-Syafi‟i. al-Umm, Pengaruh Mazhab 

Syafi’I di Asia Tenggara, (Semarang: Aneka Ilmu, 2003), h. 181. 
35H. Abdul Hadi, Fiqh Perkawinan…, h. 78 



 

 

 

Undang-undnag menentukan 19 tahun 

bagi pria dan 16 tahun bagi wanita untuk dapat 

kawin bias dikaitakan dengan kaidah dar‟u‟l-

mafȃsid dan jalb al-maṣȃliḥ.
36

Namun Undang-

undang memberikan jalan keluar bagi orang tua 

atau wali untuk mekawinkan anak-anak di bawah 

ketentuan di atas. 

“Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal 

ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan 

atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang 

tua pihak pria maupun pihak wanita.”
37

. 

Dalam perspektif hukum Islam memiliki 

persepsi yang berbeda mengenai makna dispensasi 

kawin, dalam kontruksi hukum Islam dispensasi 

kawin dapat diartikan sebagai sebuah keadaan 

yang merubah sebuah hukum asal, misalnya dalam 

Islam memiliki metode maṣlahah mursalah yaitu 

                                                 
36Abdul Hadi, diku0ti dari al-Syafi‟i. al-Umm, Pengaruh 

Mazhab…, h. 182 
37Pasal.7 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 

1974. 



 

 

 

maslahah yang tidak ada legalitas hukumnya, 

posisi yang tidak ada legalitas hukumnya dalam 

halnya mengenai makna dispensasi kawin dalam 

kontruksi hukum Islam. Maka konsep maslahah 

inilah yang dapat dijadikan salah satu dalil dalam 

penggalian hukum Islam perspektif ulama ushul 

fiqh mengenai makna dispensasi kawin.
38

 

Apabila syarat-syarat berhujjah dengan maṣlahah 

mursalah terpenuhi, maka mujtahid dibolehkan 

untuk menerapkan kemaslahatan tersebut 

walaupun status hukumnya tidak mendapatkan 

legalitas nash yang tegas dalam al-Qur‟an. 

Perkawinan dalam islam memanglah sangat 

dianjurkan, berpedoman dari Al-Qur‟an dalam 

surah An-Nuur [24] ayat 32: 

                                                 
38Asafri Jaya bakti, Konsep Maqasid al-Syariah al-Syathibi, 

(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h. 145. 



 

 

 

               

                   

        

 
Artinya : 

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian 

diantara kamu, dan orang-orang yang layak 

(berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang 

lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang 

perempuan. jika mereka miskin Allah akan 

memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan 

Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha 

Mengetahui.”
39

 

 

Berdasarkan ayat di atas, kata ) الصالحين ) 

dapat difahami oleh banyak ulama dalam arti yang 

layak kawin, yakni mampu secara mental dan 

spiritual untuk membina rumah tangga.
40

 Begitu 

pula dengan hadits Rasulullah SAW, yang 

menganjurkan kepada pemuda untuk 

melangsungkan perkawinan dengan syarat adanya 

kemampuan bila belum mampu hendaknya 

berpuasa. 

 

  ٍ ٍ هِ وَسَههى ػَائِشَةَ  ػَ ُ ػَهَ ِ صَههى اللَّه انُِّكَاحُ : "، قاَنَث  : قاَلَ رَسُىلُ اللَّه

جُىا فإًََِِّ يُكَ  ٍ سَ يًُِِّ ، وَجَسَوه م  بِسُُهحًِ فهََ ًَ ٍ  نَى  ٌَؼ  ًَ ٍ  سُُهحًِ ، فَ اثِرٌ يِ

ٍاَوِ ،  هِ باِنصِّ  ٍ ٍ  نَى  ٌجَِذ  فَؼَهَ ، وَيَ ُ كِخ  لٍ فهَ ٍَ ٌَ رَا طىَ  ٍ  كَا يَُىَ ، وَيَ الْ  ًُ بِكُ

وَ نَهُ وِجَاءٌ  ى  هٌ انصه ِ  فإَ
Artinya: “ Dari Aisyah r.a, Dia berkata Rasulullah 

SAW bersabda : “Kawin itu sebagian dari 

                                                 
39Departemen Agama RI, Al-Hikmah; Al-Qur’an dan 

Terjemahnya, (Bandung: Diponegoro). 
40M Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah, Vol. IX, (Jakarta: Lentera 

Hati, 2005), h. 335. 

http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=4049
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=4049


 

 

 

sunahku, barangsiapa yang tidak mau 

mengamalkan sunahku, maka dia bukan 

terwmasuk golonganku. Dan mekawinlah kalian 

semua, sesungguhnya Aku (senang) kalian 

memperbanyak umat, dan barang siapa (diantara 

kalian) telah memiliki kemampuan atau persiapan 

(untuk mekawin) maka mekawinlan, dan 

barangsiapa yang belum mendapati dirinya 

(kemampuan/kesiapan) maka hendaklah dia 

berpuasa, sesungguhnya berpuasa merupakan 

pemotong hawa nafsu banginya” (H. R Ibn Majjah 

: 1386).
41

 

 

Berdasarkan Hadits diatas bahwa 

Rasulullah Saw, menganjurkan mekawin bagi para 

pemuda yang telah sanggup melangsungkan 

perkawinan, sedangkan bagi mereka yang belum 

mampu hendaklah berpuasa. Selanjutnya 

mayoritas ulama fiqh mengesahkan terjadinya 

perkawinan dini, berpedoman pada surah At-

Thalaaq [65] ayat 4 mengenai masa idah bagi 

perempuan yang mengalami menopause dan 

perempuan yang belum haid. 

                                                 
41Imam Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, Terjemah 

Sahih Bukhari Jilid VII (Semarang: CV. Asy Syifa‟, 1993), h. 6. 



 

 

 

                    

                      

                       

 
Artinya:  

“Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi 

(monopause) di antara perempuan-perempuanmu 

jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya), 

Maka masa iddah mereka adalah tiga bulan; dan 

begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak 

haid. dan perempuan-perempuan yang hamil, 

waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka 

melahirkan kandungannya. dan barang -siapa 

yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah 

menjadikan baginya kemudahan dalam 

urusannya.”
42

 

 

Ayat ini menjelaskan mengenai masa idah 

bagi perempuan yang menopause dan perempuan 

belum haid. Masa idah (masa menunggu) bagi 

kedua kelompok perempuan ini adalah tiga bulan. 

Secara tidak langsung ayat ini mengandung makna 

bahwa perkawinan bisa dilaksanakan pada 

perempuan usia belia (muda), dan langsung ayat 

                                                 
42Departemen Agama RI, Al-Hikmah; Al-Qur’an dan 

Terjemahnya, (Bandung: Diponegoro, 2009), h. 558. 



 

 

 

ini mengandung makna bahwa perkawinan bisa 

dilaksanakan pada perempuan beliu usia (muda), 

karena idah hanya bisa dikenakan kepada seorang 

wanita kawin dan bercerai.
43

 

 Sedangkan bagi anak perempuan kecil 

yang sudah janda (baik karena ditinggal mati 

suaminya atau bercerai) maka walinya tidak boleh 

mengawinkannya kembali demikian pula bagi 

orang lain (wali selain ayah). Jadi, anak kecil yang 

sudah janda kedudukannya sama dengan janda 

yang telah dewasa yaitu ia memberikan izin saat 

akan dikawinkan.
44

 

Nabi pernah mekawinkan anak perempuan 

pamannya (Hamzah) dengan seorang laki-laki Abu 

Salamah, keduanya ketika itu umurnya masih 

berusia muda belia.
45

 

 

                                                 
43Husain Muhammad, Fiqh Perempuan Refleksi Kiai Atas Wacana 

Agama dan Gender,(Jogjakarta: Lkis, 2007), h .91. 
44Husain Muhammad, Fiqh Perempuan…, h. 100. 
45Husain Muhammad, Fiqh Perempuan…, h. 91. 



 

 

 

3. Prosedur Permohonan Dispensasi Kawin 

Mengenai prosedur permohonan dispensasi 

kawin di Pengadilan Agama diatur sesuai dengan 

ketentuan Pasal 7 ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974 

tentang perkawinan, perkawinan hanya diizinkan 

apabila pihak pria sudah mencapai usia 19 tahun 

dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. 

Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) Pasal 

ini dapat meminta dispensasi kawin kepada 

Pengadilan Agama atau pejabat lain yang ditunjuk 

oleh kedua orang tua piha pria maupun pihak 

wanita.
46

 

Berdasarkan ketentuan Pasal 4 UU No. 7 

Tahun 1989 diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 

tentang Peradilan permohonan dispensasi kawin ke 

Pengadilan Agama berdasarkan daerah hukumnya 

                                                 
46Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 Tentang 

Perkawinan. 



 

 

 

pemohon yang berkedudukan di ibu kota 

Kabupaten atau kota.
47

 

Dalam Buku II tentang Pedoman 

Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan 

Agama edisi revisi dijelaskan bahwa permohonan 

perkara dispensasi kawin boleh diajukan oleh: 

a. calon mempelai pria yang belum berusia 19 

tahun, calon mempelai wanita yang belum 

berusia 16 tahun dan/atau orang tua calon 

mempelai tersebut kepada Pengadilan Agama/ 

Mahkamah Syar'iyah dalam wilayah hukum 

dimana calon mempelai dan/atau orang tua 

calon mempelai tersebut bertempat tinggal. 

b. Permohonan dispensasi kawin yang diajukan 

oleh calon mempelai pria dan/atau calon 

mempelai wanita dapat dilakukan secara 

bersama-sama kepada Pengadilan Agama/ 

Mahkamah Syar'iyah dalam wilayah hukum 

                                                 
47Pasal 4 UU No. 3 Tahun 2006 atas Perubahan UU No. 7 Tahun 

1989 Tentang Peradilan Agama. 



 

 

 

dimana calon mempelai pria dan wanita 

tersebut bertempat tinggal.
48

 

Permohonan tersebut harus melewati prosedur 

berperkara sesuai dengan yang penulis tulis di bab 

sebelumnya, kemudian turunlah jadwal 

persidangan bagi permohon sesuai dengan 

penetapan hari sidang yang dibuatkan oleh Majlis 

Hakim. 

Ketentuan dan persyaratan tentang tata cara 

menyusun surat permohonan di atur dalam Rv 

Pasal 8 No. 3 menyebutkan bahwa dalam surat 

permohonan harus memenuhi pokok permohonan 

yang meliputi: 

1) Identitas pemohon, anak pemohon dan calon 

suami atau calon istri anak pemohon.  

 

 

                                                 
48Mahkamah Agung Jendral Direktorat Badan Peradilan 

Agama, Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama 
Buku II Edisi Revisi, (2013), h. 121. 



 

 

 

2) Posita 

Dalam setiap surat gugatan, duduk 

perkara/posita sangatlah penting eksistensinya 

karena setiap surat gugatan harus memuat 

posita. Pada dasarnya posita atau fundamentum 

petendi yaitu menguraikan tentang kejadian-

kejadian atau peristiwa. Dalam peradilan 

posita atau dalil gugatan merupakan landasan 

pemeriksaan dan penyelesaian perkara. 

Pemeriksaan dan penyelesaian tidak boleh 

menyimpang dari dalil gugatan. Juga sekaligus 

memikulkan beban wajib bukti kepada 

penggugat untuk membuktikan dalil gugatan 

sesuai yang dijelaskan Pasal 1865 

KUHPerdata dan Pasal 163 HIR, yang 

menegaskan, setiap orang yang mendalilkan 

sesuatu hak, atau guna meneguhkan haknya 

maupun membantah hak orang lain, 

diwajibkan membuktikan hak atau peristiwa 



 

 

 

tersebut. Selain adanya posita, dalam surat 

gugatan juga harus memuat petitum yang 

berisi pokok tuntutan penggugat berupa 

dsekripsi yang jelas menyebut satu persatu 

dalam akhir gugatan tentang hal-hal apa saja 

yang menjadi pokok tuntutan penggugat yang 

harus dinyatakan dan dibebankan kepada 

tergugat.
49

 

3) Potitum 

Petitum adalah tuntutan yang diminta oleh 

pemohon atas permohonan yang diajukan 

kepada Pengadilan.
50

 

Permohonan tersebut diajukan ke Pengadilan 

Agama setelah kehendak melangsungkan 

perkawinan ditolak oleh Pegawai Pencatatan 

Kawin (PPN) Kantor Urusan Agama (KUA), 

dengan alasan salah satu atau kedua calon 

                                                 
49M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, (Jakarta: Sinar 

Grafika, 2012), h. 57. 
50Mukti Arto, Praktek Peradilan Pada Pengadilan Agama, 

(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), h. 41-42. 



 

 

 

mempelai usianya belum memenuhi persyaratan 

perkawinan.
51

 Adapun prosedur dan tata cara 

dalam mengajukan permohonan dispensasi kawin 

di Pengadilan Agama antara lain: 

a) Prameja 

Pemohon memperoleh penjelasan tentang 

bagaimana cara berperkara, membuat surat 

permohonan, dan prameja pemohon dapat 

meminta tolong untuk dibuatkan surat 

permohonan. 

b)  Meja I 

Surat permohonan yang telah di buat dan 

ditandatangani ditunjukan pada kepaniteraan 

permohonan, pemohon menghadap pada meja 

satu yang akan menaksirkan besarnya panjar 

biaya perkara dan menuliskan pada surat kuasa 

untuk membayar (SKUM) yang harus dibayar 
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oleh pemohon kepada Bank yang telah ditunjuk 

oleh Pengadilan Agama. 

Dalam menafsirkan panjar biaya perkara 

ketua Pengadilan Agama harus merujuk 

peraturan Mahkamah Agung RI No. 53 Tahun 

2008, peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 

2012 tentang biaya proses penyelesaian perkara 

dan pengeloaanya pada Mahkamah Agung dan 

Badan Peradilan yang berada di bawahnya serta 

peraturan terkait lainnnya.
52

 Ketentuan 

mengenai menaksirkan panjar biaya perkara 

perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut: 

(1) Jumlah pihak yang berperkara. 

(2) Jarak tempat tinggal dan kondisi daerha para 

pihak (radius).
53

 

Ketentuan biaya perkara sudah diatur 

dalam Pasal 90 No. 7 Tahun 1989 diubah 

                                                 
52Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama 

Edisi Revisi, Buku II, (Direktorat Jendral Peradilan Agama, 2010), h. 2. 
53Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama 

Edisi Revisi, Buku II, h. 2. 



 

 

 

dengan UU No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan 

Agama sehingga Pasal 90 berisi sebagai 

berikut: 

(a) Biaya kepanitraan dan biaya materai yang 

diperlukan untuk perkara tersebut. 

(b) Biaya untuk para saksi, saksi ahli, 

penerjemah, dan biaya pengambilan 

sumpah diperlukan dalam perkara tersebut. 

(c) Biaya yang diperlukan untuk melakukan 

pemeriksaan setempat dan tindakan-

tindakan lain yang diperlukan pengadilan 

dalam perkara tersebut. 

(d) Biaya pemanggilan, pemberitahuan, dan 

lain-lain yang berkenaan dengan perkara 

tersebut.
54

 

Kemudian pemohon menghadap kepada 

kasir dengan menyerahkan surat permohonan 

dan surat kuasa untuk membayat (SKUM), 

                                                 
54Pasal 90 UU No. 7 Tahun 1989 diubah dengan UU No. 3 

Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama. 



 

 

 

kemudian petugas kasir melakukan proses 

sebagai berikut: 

(a) Menerima bukti pembayaran yang telah 

dilakukan oleh pemohon tersebut dan 

mencatat dalam jurnal biaya perkara, 

menadatangani dan memberikan nomor 

perkara serta tanda lunas pada SKUM. 

(b) Mengembalikan surat permohonan dan 

SKUM kepada pemohon.
55

 

c) Meja II 

Pemohon kemudian menghadap pada meja 

II Pemohon kemudian menghadap pada meja 

II Memberikan nomor pada surat permohonan 

sesuai dengan yang telah diberikan oleh kasir. 

Sebagai tanda telah terdaftar maka meja II 

melakukan paraf.Menyerahkan atau lembar 

surat permohonan yang telah terdaftar 

bersama satu helai SKUM kepada pemohon. 

                                                 
55Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata Pada Peradilan Agama, 

(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), h.  28. 



 

 

 

Kepada para pihak diberitahukan pula bahwa 

mereka dapat mempersiapkan bukti-bukti 

yang diajukan dalam persidangan.
56

 

Setelah berkas permohonan dispensasi 

kawin di Meja II, kemudian berkas perkara 

diserahkan kepada Ketua Pengadilan Agama 

oleh Wakil Panitera untuk diperiksa 

kelengkapan formilnya.
57

 Kemudian Ketua 

Pengadilan Agama membuat penetapan majlis 

hakim dan dikembalikan kepada Panitera, 

kemudian panitera menunjuk panitera sidang 

atau panitera pengganti. majlis hakim 

membuat penetapan harus sidang serta 

mengembalikan berkas kepada meja II, 

kemudian meja II membuat surat panggilan 

kepada pemohon dan calon mempelai yang 

akan dimintakan dispensasi kawin berserta 

                                                 
56Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama 

Edisi Revisi, Buku II, h. 28. 
57Umar Said, Hukum Acara Peradilan Agama, (Surabaya: 

Cempaka, 2004), h. 29. 



 

 

 

saksi guna memperkuat permohonan 

pemohon. Setelah menyidangkan perkara, 

dengan pertimbangan hukum yang ada dan 

sesuai dengan keadaan, serta keterangan-

keterangan para saksi, maka Majlis Hakim 

memberikan penetapan berupa: menolak atau 

mengabulkan permohonan pemohon. 

Apabila Majlis Hakim mengabulkan 

permohonan dispensasi kawin tersebut, maka 

calon mempelai dapat mendaftarkan kembali 

ke Pegawai Pencatatan Kawin Kantor Urusan 

Agama Kecamatan guna melengkapi salah 

satu kekurangan persyaratan perkawinan 

mengenai batas usia perkawinan, kemudian 

dapat melangsungkan perkawinan. Bila mana 

Majlis menolak, maka harus menunggu 

sampai umur mereka boleh untuk melakukan 

perkawinan.
58
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4. Tujuan Dispensasi Kawin 

Tujuan Pemberian Dispensasi Dalam Perkawinan 

Di Bawah Umur Pada dasarnya pemberian dispensasi 

dalam perkawinan di bawah umur diberikan kepada 

calon mempelai yang hendak melaksankan 

perkawinan yang sebenarnya belum me- menuhi 

syarat sahnya perkawinan yaitu belum mencapai 

umur sesuai dengan yang diterangkan pada Pasal 7 

ayat (1) Undang- undangNomor 1 Tahun 1974, 

namun karena adanya tujuan untuk kemaslahatan 

kehidupan manusia maka dispensasi perkawinan 

dapat diberikan kepada calon mempelai. Pemberian 

dispensasi terhadap perkawinan di bawah umur 

inidiharapkan dapat mengurangi akibat yang tidak 

baik dalam kehidupan yang akan dijalani calon 

mempelai bila tidak diberikan dispensasi.
59
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5.Akibat Dispensasi Kawin 

Akibat hukum yang timbul atas dikabulkan atau 

ditolaknya permohonan dispensasi perkawinan terkait 

permohonan dispensasi perkawinan. Dengan 

dikabulkan ataupun ditolaknya permohonan 

dispensasi perkawinan oleh Majelis Hakim tersebut, 

maka akan menimbulkan akibat hukum.
60

 

Adapun akibat hukum yang ditimbulkan atas 

dikabulkan ataupun ditolaknya permohonan 

dispensasi perkawinan, antara lain: 

a.Akibat hukum dikabulkannya permohonan 

dispensasi perkawinan : 

1) Mendapatkan penetapan dari Pengadilan 

Agama Pacitan berupa pengabulan permohonan 

dispensasi perkawinan Apabila permohonan 

dispensasi perkawinan yang diajukan oleh 

pemohon kepada Pengadilan Agama Pacitan 

                                                 
60Sonny Dewi Judiasih (et.al), “Dispensasi Pengadilan Telaah 

PenetapanPengadilanatas Permohonan Perkawinan Dibawah Umur”, Jurnal 
Hukum Acara Perdata ADHAPER, Vol 3, No 2, (2017), h. 194. 



 

 

 

dikabulkan oleh Majelis Hakim, maka akan 

dikeluarkan sebuah penetapan oleh Pengadilan 

Agama Pacitan, bahwa pernikahan tersebut 

dapat dilaksanakan. Kemudian Penetapan 

tersebut dibawa ke Kantor urusan Agama 

(KUA) setempat yang dijadikan dasar oleh 

KUA untuk dapat melaksanakan pernikahan 

anak yang masih di bawah umur tersebut. 

2)Dapat Melangsungkan Perkawinan di KUA 

Ketika permohonan dispensasi perkawinan 

yang diajukan kepada Pengadilan Agama telah 

diperiksa dan telah dijatuhi putusan berupa 

Penetapan yang berisi pengabulan permohonan 

dispensasi perkawinan oleh pengadilan, maka 

kemudian salinan Penetapan dispensasi baru 

diajukan kembali kepada Kantor Urusan Agama 

untuk didaftarkan perkawinannya. Dengan telah 

dikeluarkannya Penetapan dispensasi, maka 

Kantor Urusan Agama mempunyai kewenangan 



 

 

 

untuk melayani perkawinan tersebut, sehingga 

pihak yang telah mendapatkan penetapan 

dispensasi dapat melangsungkan perkawinan di 

Kantor Urusan Agama setempat.  

3) Perkawinan sah Hakim Pengadilan Agama 

Pacitan menyatakan bahwasannya, Apabila 

sudah ada Penetapan dispensasi perkawinan 

dari Pengadilan Agama Pacitan, maka 

Perkawinan yang dilangsungkan berdasarkan 

Penetapan dispensasi tersebut, dianggap 

merupakan perkawinan seperti biasa. 

Kedudukan suami, istri, dan anak yang 

dilahirkan atas dasar Penetapan dispensasi 

Perkawinan Oleh Pengadilan adalah sah 

menurut hukum.  

b. Akibat hukum ditolaknya permohonan dispensasi 

perkawinan : 

1) Mendapatkan penetapan berupa penolakan 

permohonan dispensasi perkawinan Apabila 



 

 

 

permohonan dispensasi perkawinan yang 

diajukan oleh pemohon telah diperiksa oleh 

Majelis Hakim Pengadilan Agama Pacitan di 

dalam persidangan, akan tetapi jika bukti-bukti 

yang diajukan tidak lengkap, diajukan oleh 

orang yang tidak berwenang, terdapat hubungan 

yang menyebabkan dilarangnya melangsungkan 

perkawinan, atau calon mempelai pria tidak 

mempunyai penghasilan untuk menjamin 

kehidupan berumah tangga, Majelis Hakim 

akan mengeluarkan sebuah penetapan berupa 

penolakan permohonan dispensasi perkawinan 

kepada pemohon.  

2) Tidak dapat Melangsungkan perkawinan Ketika 

permohonan dispensasi perkawinan ditolak oleh 

Majelis Hakim Pengadilan Agama Pacitan, 

maka tidak ada alas hak untuk melangsungkan 

perkawinan. Anak pemohon harus menunggu 

hingga usia minimal terpenuhi sebagaimana 



 

 

 

yang diatur oleh peraturan perundang-undangan 

Pasal 7 ayat (1) UUP yaitu batas minimal untuk 

dapat melangsungkan perkawinan untuk 

perempuan 16 (enam belas) tahun dan laki-laki 

19 (sembilan belas) tahun. Sekalipun anak dari 

pemohon telah hamil terlebih dahulu tetap harus 

menunggu batas minimal usia yang telah 

ditentukan. 

B. Pertimbangan Dalam Penetapan Hakim 

1. Pertimbangan Hakim 

a. Pengertian Pertimbangan Hakim 

  Pertimbangan hakim adalah suatu tahapan 

dimana majelis hakim mempertimbangkan fakta-

fakta yang terungkap selama proses persidangan 

berlangsung. Pertimbangan hakim merupakan salah 

satu aspek terpenting dalam menentukan 

terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang 

mengandung keadilan dan mengandung kepastian 

hukum, disamping itu juga mengandung manfaat 



 

 

 

bagi para pihak yang bersangkutan sehingga 

pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, 

baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak 

teliti, baik, dan cermat maka putusan hakim yang 

berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan 

dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah 

Agung.
61

 

  Hakim dalam memeriksa suatu perkara 

juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil 

dari pembuktian itu dapat dijadikan bahan 

pertimbangan oleh hakim dalam memutus perkara. 

Pembuktian merupakan tahap yang paling penting 

dalam pemeriksaan selama peridangan. Pembuktian 

bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu 

peristiwa/fakta yang sudah diajukan itu benar-benar 

terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang 

benar dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan 

suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa 
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V, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), h. 140   



 

 

 

peristiwa/fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni 

dapat dibuktikan kebenarannya, sehingga tampak 

adanya hubungan hukum antara para pihak.
62

Pada 

hakikatnya, pertimbangan hakim sebaiknya juga 

memuat tentang hal-hal sebagai berikut:  

1) Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau 

dalil-dalil yang tidakdisangkal.  

2) Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan 

segala aspek menyangkut semua fakta/hal-hal 

yang terbukti dalam persidangan.  

3) Adanya semua bagian dari petitum pihak 

Penggugat yang harus mempertimbangkan/diadili 

secara satu demi satu sehingga hakim dapat 

menarik kesimpulan tentang terbukti atau 

tidaknya dan dapat dikabulkan/tidaknya tuntutan 

tersebut dalam amar putusan.
63

Pertimbangan-

pertimbangan hakim akan dimuat dalam putusan, 

putusan yang baik adalah putusan yang 
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memenuhi 3 unsur aspek secaraberimbang, yaitu 

sebagai berikut:  

a) Kepastian Hukum  

Dalam hal ini kepastian hukum menginginkan 

hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan 

secara tegas bagi setiap peristiwa konkret dan 

tidak boleh terdapat penyimpangan. Kepastian 

hukum memberikan perlindungan kepada 

masyarakat dan tindakan sewenang-wenang 

dari pihak lain, dan hal ini berkaitan dalam 

usaha ketertiban di masyarakat.  

b) Keadilan  

Masyarakat selalu berharap agar dalam 

pelaksanaan atau penegakan hukum, 

memperhatikan nilai-nilai keadilan. Hukum 

itu mengikat setiap orang, dan bersifat 

menyamaratakan atau tidak membanding-

bandingkan status ataupun perbuatan yang 

dilakukan oleh manusia.  



 

 

 

c) Manfaat  

Hukum itu ada untuk manusia, sehingga 

masyarakat mengharapkan kemanfaatan dari 

pelaksanaan atau penegakan hukum. Jangan 

sampai terjadi dalam pelaksanaan atau 

penegakan hukum itu timbul keresahan dalam 

kehidupan bermasyarakat.
64

 

b. Dasar Hukum Pertimbangan Hakim  

Dasar hakim dalam menjatuhkan putusan 

pengadilan perlu didasarkan kepada teori dan hasil 

penelitian yang maksimal dan seimbang dalam tataran 

teori dan praktik. Salah satu usaha untuk mencapai 

kepastian hukum kehakiman, dimana hakim merupakan 

aparat penegak hukum melalui putusannya dapat menjadi 

tolak ukur tercapainya suatu kepastian hukum.  

Pokok kekuasaan kehakiman diatur dalam 

Undang-undang Dasar 1945 Bab IX Pasal 24 dan Pasal 25 

serta di dalam Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009. 
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Undang-undang Dasar 1945 menjamin adanya suatu 

kekuasaan kehakiman yang bebas. Hal ini secara tegas 

dicantumkan dalam Pasal 24, terutama penjelasan Pasal 

24 ayat (1) Undang-undang No. 48 Tahun 2009, yang 

menyebutkan kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan 

negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan 

guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan 

pancasila dan Undang-undang Negara Kesatuan Republik 

Indonesia tahun 1945 demi terselenggaranya negara 

hukum Republik Indonesia.
65

 

 Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang 

merdeka dalam ketentuan ini mengandung pengertian 

bahwa kekuasaan kehakiman bebas dari segala campur 

tangan pihak kekuasaan ekstra yudisial, kecuali hal-hal 

sebagaimana disebut dalam UUD 1945. Kebebasan dalam 

melaksanakan wewenang yudisial bersifat tidak mutlak 

karena tugas hakim adalah menegakkan hukum dan 

keadilan berdasarkan pancasila, sehingga putusannya 
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mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia. Kemudian 

dalam pasal 24 ayat (2) menegaskan bahwa: kekuasaan 

kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dari 

badan peradilan yang berada dibawahnya dalam 

lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan 

Agama, lingkungan Peradilan Militer dan lingkungan 

Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah 

Konstitusi.
66

 

 Tentang kebebasan hakim, perlu juga dipaparkan 

posisi hakim yang tidak memihak (impartial judge), 

dijelaskan dalam pasal 5 ayat (1) Undang-undang No. 48 

Tahun 2009. Tidak memihak dalam hal ini diartikan tidak 

berat sebelah dalam penilaian dan pertimbangannya, 

seperti bunyi dalam pasal tersebut: ”Pengadilan mengadili 

menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan 

orang”.
7
Seorang hakim diwajibkan untuk menegakkan 

hukum dan keadilan dengan tidak memihak. Hakim dalam 
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memberi suatu keadilan harus menelaah terlebih dahulu 

tentang kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya, 

kemudain memberikan penilaian terhadap peristiwa 

tersebut dan menghubungkannya dengan hukum yang 

berlaku. setelah itu hakim harus dapat menjatuhkan 

putusan terhadap peristiwa tersebut.  

Seorang hakim dianggap tahu akan hukumnya 

sehingga tidak boleh menolak memeriksa dan mengadili 

suatu peristiwa yang diajukan kepadanya. Hal ini diatur 

dalam pasal 16 ayat (1) UU No. 35 tahun 1999 jo. UU No. 

48 Tahun 2009, yakni: ”Pengadilan tidak boleh menolak 

untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang 

diajukan dengan dalil bahwa hukum tidak ada atau kurang 

jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan 

mengadilinya”.  

Sorang hakim dalam menemukan hukumnya 

diperbolehkan untuk bercermin pada yurisprudensi dan 

pendapat para ahli hukum terkenal (doktrin). Hakim 

dalam memberikan putusan tidak hanya berdasarkan pada 



 

 

 

nilai-nilai hukum, tetapi juga nilai-nilai hukum yang 

hidup dalam masyarakat, seperti yang dijelaskan dalam 

Pasal 28 ayat (1) Undang-undang No. 48 tahun 2009 yang 

berbunyi: ”Hakim wajib menggali, mengikuti, dan 

memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam 

masyarakat”.   

2. Penetapan Hakim 

a. Pengertian Penetapan Hakim 

Menurut H. Habiburrahman, penetapan hakim 

(beschikking) adalah keputusan pengadilan atas perkara 

permohonan (volunter). Permohonan ini merupakan 

kepentingan sepihak dari pemohon yang tidak 

mengandung sengketa dengan pihak lain, misalnya 

penetapan dalam perkara dispensasi nikah, izin nikah, 

wali adhal, poligami, perwalian, itsbat nikah, dan 

sebagainya. Ciri khas dari perkara volunter atau 

permohonan ini adalah sebagai berikut:
67
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1) Masalah yang diajukan bersifat kepentingan 

sepihak saja (for the benefit of one party only) 

2) Permasalahan yang dimohon penyesuaian kepada 

pengadilan pada prinsipnya tanpa sengketa dengan 

pihak lain (without dispute or differences with 

another party);  

3) Tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik 

sebagai lawan, tetapi bersifat mutlak satu pihak 

(ex-parte).  

Jenis-jenis perkara volunter atau permohonan yang 

dapat diajukan di pengadilan guna mendapatkan 

penetapan hakim, diantaranya seperti:
68

 

a) permohonan pengangkatan wali bagi anak yang 

belum dewasa/ belum berumur 18 tahun;  

b) Permohonan pengangkatan pengampuan bagi 

orang dewasa yang kurang ingatanya atau orang 
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dewasa yang tidak bisa mengurus hartanya lagi, 

misalnya pikun;  

c) Permohonan pewarganegaraan (naturalisasi);  

d) Permohonan dispensasi nikah bagi pria yang 

belum berumur 19 tahun dan bagi wanita yang 

belum mencapai umur 16 tahun;  

e) Permohonan izin nikah bagi calon mempelai yang 

belum berumur 21 tahun;  

f) Permohonan pembatalan perkawinan;  

g) Permohonan pengangkatan anak;  

h) Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam 

akta catatan sipil, permohonan akta kelahiran, akta 

kematian  

i) Permohonan untuk menunjuk seorang atau 

beberapa orang wasit oleh karena para pihak tidak 

bisa atau tidak bersedia untuk menunjuk wasit;  

j) Permohonan agar seseorang dinyatakan dalam 

keadaan tidak hadir (sesuai pasal 463 kuh perdata) 



 

 

 

atau dinyatakan meninggal dunia (sesuai pasal 457 

kuh perdata);  

k) Permohonan agar ditetapkan sebagai wali/kuasa 

untuk menjual harta warisan.  

l) Sementara itu jenis-jenis perkara volunter atau 

permohonan yang dilarang diajukan di pengadilan, 

diantaranya seperti:
69

 

m) Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan 

atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun 

tidak bergerak. Status kepemilikan suatu benda 

diajukan dalam bentuk gugatan;  

n) Permohonan untuk menentukan status keahli 

warisan seseorang. Status keahli warisan 

seseorang ditentukan dalam suatu gugatan;  

o) Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen 

atau sebuah akta adalah sah. Menyatakan suatu 

dokumen atau sebuah akta adalah sah harus dalam 

bentuk gugatan.  

                                                 
69Mahkamah Agung RI, Pedoman Pelaksanaan…, h. 47. 



 

 

 

Suatu perkara volunter atau permohonan tersebut di 

atas dikenal sebagai pengadilan pura-pura/tidak 

sesungguhnya, oleh karena itu produk hukum yang 

dihasilkan hanya berupa penetapan (beschikking). Hakim 

dalam hal ini hanya menggunakan kata “menetapkan” 

untuk memutuskan perkara yang diajukan oleh para 

pemohon. Sudikno Mertokusumo, dalam hal ini 

mengatakan mengatakan bahwa: 
70

 

Penetapan hakim merupakan jurisdiction valuntaria 

yang berarti bukan peradilan yang sesungguhnya, karena 

pada penetapan hanya ada permohon tidak ada lawan 

hukum. Di dalam penetapan, hakim tidak menggunakan 

kata “mengadili”, namun cukup dengan menggunakan 

kata ”menetapkan”. 

Pertanyaan yang relevan dalam hal ini adalah 

bagaimana kalau penetapan atas suatu permohonan yang 

dikabulkan ternyata membawa suatu kerugian kepada 

pihak ketiga. Upaya hukum apa yang bisa ditempuh oleh 
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pihak ketiga yang merasa dirugikan atas suatu penetapan 

permohonan tersebut. Meskipun dalam Buku II tentang 

Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan 

yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung, sudah 

ditentukan apa yang menjadi yuridiksi dari permohonan 

tersebut, namun dalam perkembangannya memang ada 

permasalahan yang tidak secara jelas diatur dalam Buku II 

tersebut. Hakim yang memeriksa perkara volunter atau 

permohonan dalam hal ini harus jeli, jangan sampai yang 

seharusnya diselesaikan dengan putusan (vonnis) tetapi 

diperiksa dengan permohonan yang pada akhirnya keluar 

penetapan (beschikking).  

Berdasarkan uraian penjelasan di atas, maka dapat 

diketahui bahwa putusan hakim (vonnis) adalah produk 

dari perkara contentius, yaitu suatu perkara perdata yang 

mengandung sengketa diantara pihak yang berpekara yang 

pemeriksaan penyelesaiannya diajukan dalam bentuk 

gugatan. Sedangkan penetapan hakim (beschikking) 

adalah produk dari perkara volunter, yaitu suatu perkara 



 

 

 

perdata yang tidak mengandung sengketa dengan pihak 

lain yang pemeriksaan penyelesaiannya cukup diajukan 

dalam bentuk permohonan. 

b. Konsep Kepastian Hukum dalam Penetapan Hakim 

Mengenai pengertian hukum menurut E. Utrecht 

sebagaimana dikutip Yulies Tiena Masriani 

mengemukakan bahwa “hukum adalah himpunan 

petunjuk hidup yang mengatur tata tertib dalam suatu 

masyarakat dan seharusnya ditaati oleh anggota 

masyarakat yang bersangkutan, oleh karena pelanggaran 

terhadap petunjuk hidup itu dapat menimbulkan tindakan 

dari pemerintah masyarakat itu”.
71

 Selanjutnya dikutip 

pendapatnya Immanuel Kant yang mengartikan hukum 

sebagai “keseluruhan syarat-syarat yang dengan ini 

kehendak bebas dari orang yang satu dapat menyesuaikan 

diri dengan kehendak bebas dari orang lain, menuruti 

peraturan hukum tentang kemerdekaan”.
72

 Dari pendapat 
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para sarjana yang dikutip tersebut dapat disimak bahwa 

hukum pada hakikatnya merupakan aturan atau norma 

yang mengatur tingkah laku masyarakat dalam pergaulan 

hidup yang disertai sanksi hukum atas pelanggaran norma 

bersangkutan. 

“Mengenai tujuan hukum, menurut Apeldoorn 

adalah mengatur pergaulan hidup secara damai”. Dalam 

hubungan dengan tujuan hukum, maka terdapat beberapa 

teori yang dikembangkan, yaitu :  

1) Teori Etis, berpendapat bahwa tujuan hukum semata-

mata untuk mewujudkan keadilan. Mengenai keadilan, 

Aristoteles mengajarkan dua macam keadilan, yaitu 

keadilan distributif dan keadilan komutatif. Keadilan 

distributif ialah keadilan yang memberikan kepada tiap 

orang jatah menurut jasanya. Keadilan komutatif 

adalah keadilan yang memberikan jatah kepada setiap 

orang sama banyaknya tanpa harus mengingat jasa-jasa 

peseorangan.  



 

 

 

2) Teori Utilitas, menurut Bentham bahwa hukum 

bertujuan untuk mewujudkan apa yang berfaedah atau 

yang sesuai dengan daya guna (efektif). Adagiumnya 

yang terkenal adalah The greatest happiness for the 

greatest number artinya, kebahagiaan yang terbesar 

untuk jumlah yang terbanyak. Ajaran Bentham disebut 

juga sebagai eudaemonisme atau utilitarisme. 

3) Teori Pengayoman yang mengemukakan tujuan hukum 

adalah untuk mengayomi manusia, baik secara aktif 

maupun secara pasif. Secara aktif dimaksudkan sebagai 

upaya untuk menciptakan suatu kondisi 

kemasyarakatan yang manusiawi dalam proses yang 

berlangsung secara wajar. 
73

 “Sedangkan yang 

dimaksud secara pasif adalah mengupayakan 

pencegahan atas tindakan yang sewenang-wenang dan 

penyalahgunaan hak”. 

4) Usaha mewujudkan pengayoman tersebut termasuk di 

dalamnya adalah: 
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a) Mewujudkan ketertiban dan keteraturan;  

b) Mewujudkan kedamaian sejati;  

c) Mewujudkan keadilan;  

d) Mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial.  

“Sementara itu, mengenai daya ikat hukum dalam 

masyarakat, berdasarkan pendapat Gustav Radbruch yang 

mengembangkan Geldingstheorie mengemukakan bahwa 

berlakunya hukum secara sempurna harus memenuhi tiga 

nilai dasar”.
74

 Ketiga hal dasar yang dimaksudkan, 

meliputi :  

(1) Juridical doctrine, nilai kepastian hukum, dimana 

kekuatan mengikatnya didasarkan pada aturan hukum 

yang lebih tinggi. 

(2) Sociological doctrine, nilai sosiologis, artinya aturan 

hukum mengikat karena diakui dan diterima dalam 

masyarakat (teori pengakuan) atau dapat dipaksakan 

sekalipun masyarakat menolaknya (teori paksaan).  
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(3) Philosophical doctrine, nilai filosofis, artinya aturan 

hukum mengikat karena sesuai dengan cita hukum, 

keadilan sebagai nilai positif yang tertinggi.  

 Dengan demikian, agar hukum dapat berlaku 

dengan sempurna, maka perlu memenuhi tiga nilai dasar 

tersebut. 

Asas legalitas tercantum dalam Pasal 58 ayat (1) 

yang bunyinya persis sama dengan ketentuan dalam Pasal 

5 ayat (1) UU No. 14 Tahun 1970 yang berbunyi: 

"Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak 

membeda-bedakan orang".
75

 

Dari rumusan ini, dapat dipahami bahwa asas 

legalitas terkandung di dalamnya sekaligus berbarengan 

dengan penegasan persamaan hak dan derajat setiap orang 

yang berperkara di depan sidang pengadilan. Baik asas 

legalitas maupun persamaan hak, keduanya mengandung 

hak asasi setiap orang. Asas legalitas meliputi hak asasi 

yang berkenaan dengan hak perlindungan hukum dan asas 
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persamaan hubungan dengan persamaan di hadapan 

hukum atau asas equality. 

Makna legalitas pada prinsipnya sama dengan 

pengertian "rule of law". Pengadilan mengadili menurut 

hukum sama maknanya dengan pengadilan mengadili 

berdasar "rule of law". Jika asas legalitas dikaitkan 

dengan kedudukan negara Republik Indonesia adalah 

negara hukum, sudah semestinya pengadilan yang 

berfungsi dan berwenang menegakkan hukum melalui 

badan peradilan harus berpijak dan berlandaskan hukum. 

Dengan demikian baru terjadi suatu kesatuan tindakan dan 

arah "law enforcement" bertindak menurut "rule of law". 

Ini berarti Hakim yang berfungsi dan berwenang 

menggerakkan jalannya roda peradilan melalui badan 

pengadilan, tidak boleh bertindak di luar hukum. Semua 

tindakan yang dilakukan dalam rangka menjalankan 

fungsi dan kewenangan peradilan mesti menurut hukum. 

Tidak boleh menurut selera dan kemauan Hakim, tapi 

harus menurut kehendak dan kemauan hukum. Hukum 



 

 

 

berada di atas segala-galanya. Hukum yang memegang 

"supremasi" dan "dominasi".
76

 

Berkaitan dengan penegakan hukum menurut 

hukum melalui badan peradilan, masalah yang timbul 

adalah mengenai makna hukum. Apa yang dimaksud 

dengan hukum? Pengkajian tentang pengertian hukum 

dapat dilakukan dari berbagai sudut pandang, antara lain 

melalui pendekatan filosofis, sosiologis, faham 

positifisme, realisme, dan syariah. Ada perbedaan 

pengertian mengenai hukum ditinjau dari sudut pandang 

syariah dan sudut pandang paham Barat. Hukum menurut 

pandangan syariah adalah berarti bersumber dari segala 

kehidupan yang berkenaan dengan nilai hukum, moral, 

dan etika. Dalam pandangan syariah, hukum adalah 

anugerah Allah yang diciptakan-Nya sebelum masyarakat 

ada. Hukum bukanlah ciptaan manusia. Sedangkan dari 

sudut pandang Barat, hukum lahir dari masyarakat dan 
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dibuat oleh masyarakat untuk kepentingan ketertiban 

masyarakat secara temporal.
77

 

 

C. MASLAHAH MURSALAH 

1. Pengertian Maṣlahah Mursalah 

Islam sebagai agama yang rahmatan lil„aalamiin 

sangat mengedepankan kemaslahatan bagi umatnya. 

Hal itu diimplementasikan di dalam hukum syara‟ yang 

terdapat dalam al-Qur‟an dan Hadits. Di balik tujuan 

disyariatkannya suatu hukum baik itu di dalam al-

Qur‟an maupun Hadits terdapat hikmah yang 

tersembunyi, yaitu untuk memberi kebaikan kepada 

manusia. Sesuatu kebaikan itu ada yang dalam bentuk 

memperoleh suatu manfaat atau terhindar dari suatu 

kemudharatan.
78

 

Sebagai sumber ajaran, al-Qur‟an dan Hadits tidak 

memuat secara rinci peraturan-peraturan yang 
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menyangkut permasalahan ibadah dan mu‟amalah. Hal 

ini mengandung arti bahwa sebagian besar 

permasalahan-permasalahan hukum Islam oleh Allah 

hanya diberikan dasar-dasar atau prinsip-prinsip yang 

global. Untuk menghadapi tuntutan perkembangan 

hukum setelah habisnya periode turunya wahyu sejauh 

tidak ada nash yang jelas, dalam penetapan suatu 

hukum diserahkan kepada ijtihad bi al-ra‟y para 

mujtahid. Salah satu bentuk ijtihad yang dapat 

ditempuh yaitu melalui metode maṣlahah mursalah.
79

 

Menurut bahasa, kata maṣlahah berasal dari 

bahasa Arab dan telah dibakukan ke dalam bahasa 

Indonesia menjadi kata maṣlahah, yang berarati 

mendatangkan kebaikan atau yang membawa 

kemanfaatan dan ataun menolak kerusakan. Menurut 

bahasa aslinya, kata maṣlahah mursalah berasal dari 

kata ṣaluha, yaṣlahu, ṣalahan صلحا( -يصلح  -)صلح   

artinya sesuatu yang baik, patut, bermanfaat. Sedang 
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Ishaq Ibrahim al-Syatibi, (Semarang: Walisongo Press, 2008), h. 40-41. 



 

 

 

kata mursalah artinya terlepas bebas, tidak terikat 

dengan dalil agama (al-Qur‟an dan Hadits) yang 

membolehkan atau melarangnya.
80

 

Sedangkan menurut ulama ushul fiqh, ada 

beberapa macam definisi maṣlahah mursalah di 

antaranya: 

a. Prof. Dr. Abdul Wahab Khalaf menerangkan bahwa 

maṣlahah mursalah adalah:  

: انًصه ٍَ  ٍ سهةُ اي  انًطهقةُ فى اصطهخِ الاصُُىنٍِِّ ر  ًُ ًَصهذةُ ان ً  نَى  ان ذةُ انحِ

هً ػهى اػحبارها اوَ   ػِ ا نحَِذقٍقهَِا ونى  ٌَذُله دَنٍمٌ شَر  ًً رَػِانشهارِعُ دُك  ٌَش 

 انِ غاءِها

Artinya: 

 “Maṣlahah Mursalah yaitu maslahah yang dimana 

syar‟i tidak mensyariatkan hukum untuk mewujudkan 

maslahah, juga tidak terdapat dalil yang menunjukan 

atas pengakuannya atau pembatalannya kemaslahatan 

tersebut.”
81

 

 

b. Menurut Prof. Dr. Teungku Muhammad Hasbi Ash 

Shiddieqy dalam bukunya yang berjudul Pengantar 
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Hukum Islam, mendefinisikan maṣlahah mursalah 

adalah 

انًفاسذػٍ انخم انًذافظة ػهى يقصىد انشارع بذفغ  

 

Artinya:  

“memelihara maksud syara‟ dengan jalan menolak 

segala yang merusakan makhluk.”
82

 

 

Berdasarkan definisi tentang maṣlahah mursalah 

di atas, jika dilihat dari segi redaksi nampak adanya 

perbedaan, tetapi jika dilihat dari segi isi pada 

hakikatnya ada satu kesamaan yang mendasar, yaitu 

menetapkan hukum dalam hal-hal yang sama sekali 

tidak disebutkan dalam al-Qur‟an maupun Hadits, 

dengan pertimbangan untuk kemaslahatan atau 

kepentingan hidup manusia yang berlandaskan pada 

asas menarik manfaat dan menghindari kerusakan.
83

 

Lebih lanjut dari beberapa pendapat di atas dapat 

ditarik kesimpulan bahwa yang menjadi tolok ukur 

suatu maṣlahah adalah terwujudnya tujuan syara‟ atau 
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lebih dikenal dengan istilah Maqhaṣid Syari‟ah. Hal ini 

erat kaitannya dengan keselamatan dan kesejahteraan 

ukhrawi dan duniawi tidak mungkin dicapai tanpa 

terwujudnya tujuan syara‟tersebut yang meliputi 

pemeliharaan limahal yaitu: pemeliharaan agama, jiwa, 

akal, keturunan, dan harta. Lima hal ini disusun berurut 

berdasarkan prioritas urgensinya.
84

 

2. Dasar Hukum Maslahah Mursalah 

Dasar Hukum Maslahah Mursalah terdapat beberapa dasar 

hukum atau dalil yang mendukung keberadaan maslahah, 

diantaranya yaitu: 

a. Alquran 

                      

       

 

Artinya: “Katakanlah dengan karunia Allah dan 

rahmatNya hendaklah dengan itu mereka bergembira, 

karunia dan rahmatNya itu adalah lebih baik dari apa 

yang mereka kumpulkan” (QS. Yunus:58). 

 

                                                 
84Hamka Haq, Al-Syathibi Aspek Teologis Konsep Maslahah Dalam 

Kitab Al-Muwafaqat, (Jakarta: Erlangga, 2007), h. 95. 



 

 

 

Karunia dalam ayat diatas adalah Alquran. 

Sedangkan rahmatmembawa maksud agama dan 

keimanan, serta beribadah kepada Allah 

mencintaiNya.Nikmat Islam dan Alquran merupakan 

nikmat terbesar bagi hamba-hambaNya. Allah Swt 

menyuruh untuk bergembira dengan karunia dan rahmat-

Nya karena yang demikian dapat menenangkan jiwa, 

meningkatkan semangat dan membantu diri seorang 

hamba untuk bersyukur serta mendorong seseorang 

sentiasa berbuat kebaikan dan kebajikan. Hal ini adalah 

gembira yang terpuji berbeda dengan gembira syahwat 

dunia dan kesenangannya dengan kebatilan, maka yang 

demikian merupakan gembira yang tercela. 

             

Artinya :“Dan tidaklah kami utuskan engkau 

(Muhammad) kecuali untuk menjadi rahmat bagi 

sekalian alam” (QS. al-Anbiya‟: 107).  

 

Berdasarkan ayat diatas, Allah Swt menerangkan 

tujuan-Nya mengutus Nabi Muhammad Saw.sebagai 

seorang rasul yang membawa agama-Nya tidak lain 



 

 

 

tidak bukan hanyalah sebagai pembawa kebahagian bagi 

umat di dunia dan akhirat. Allah mengabarkan bahwa 

Nabi Muhammad Saw sebagai rahmat bagi semesta 

alam, sebagai mana kita lihat ajaran pokok ajaran Islam 

yang dibawa adalah berasaskan keamanan, 

kemaslahahan dan kebahagian dunia dan akhirat. Maka 

barang siapa yang menerima rahmat dan mensyukuri 

nikmat ini, niscaya diaakan berbahagia di dunia dan 

akhirat. Sedangkan barangsiapa yang menolak dan 

menentangnya, niscaya dia akan menyesal dan rugi di 

dunia dan akhirat.
85

 

b. Hadis 

دذثُا يذًذ بٍ ٌذً، ودذثُا ػبذانرزق، اَباٌ يؼًر ػٍ جابر انجؼفً 

ػٍ ػكرية ػٍ ابٍ ػابس قال، قم رسىل اللَّ صهى اللَّ ػهٍه واسهى 

 الاضرار ولاضرار
Artinya:“Muhamad ibn yahya bercerita kepada kami, 

bahwa abdu razzaq bercerita kepada kita, dari jabir al-

jufiyyi dari ikrimah, dari ibn abbas, Rasulullah SAW 

bersabda tidak boleh membuat mudarat (bahaya) pada 

dirinya dan tidak boleh pula membuat mudarat pada 

orang lain (HR ibn majah)” 
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(Jakarta: Gema Insani, 2000), h. 333. 



 

 

 

Hadits ini menekankan kepada kita agar jangan 

melakukan sesuatu yang membuat orang lain merasa tidak 

nyaman. Jangan membuat kemudharatan (sesuatu yang 

membahayakan) untuk dirimu dan orang lain. Islam 

mendorong untuk mengangkat mudharat dan dilarang 

memberikan mudharat pada orang lain. Mudharat bisa 

terhadap badan, harta, anak, hewan ternak, dan lainnya. 

Dalam Islam tidak ada hukum karma, karena setiap 

perbuatan terjadi atas kehendak Allah Swt. Tapi Islam 

mengajarkan bahwa apa yang kita tanam, itulah yang akan 

dituai. Disini jelas bahwa Islam lebih menekankan pada 

konteks amal khairiyah.Dharar dan dhirar ada yang 

berpendapat maknanya sama. Ada pendapat lain yang 

menyatakan maknanya berbeda. Dharar bermaksud, 

memberi bahaya tanpa niatan, tanpa disengaja.Sedangkan 

Dhirar bermakna, memberi bahaya dengan niatan, 

disengaja. 

 

 



 

 

 

3. Syarat-Syarat Maslahah Mursalah 

Maslahah Mursalah dapat dijadikan sebagai dalil dengan 

syarat:
86

 

a. Maslahah tersebut harus maslahah yang hakiki, bukan 

sekedar maslahah yang diduga atau diasumsikan. 

b. Kemaslahatan tersebut harus kemaslahatan umum, 

bukan kemaslahatan pribadi atau kemaslahatan kusus 

c. Kemaslahatan tersebut sesuaidengan maqasid al-syariah 

dan tidak bertentangan dengan dalil-dalil syara. 

d. Kemaslahatan tersebut harus selaras dengan akal sehat. 

Artinya kemaslahatan tersebut tidak boleh bertentangan 

dengan akal sehat. 

e. Pengambilan kemaslahatan tersebut harus untuk 

merealisasikan kemaslhatan dharuriya,bukan 

kemaslahatan hajiyah atau tahsiniyah. 
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4.  Macam-Macam Maslahah Mursalah 

Prioritas urgensi pemeliharaan lima hal di atas 

memunculkan tingkatan-tingkatan maslahah yang dibagi 

atas tiga bagian yaitu: 

a. Al-Maṣlahah Al-Daruriyyah adalah kemaslahatan yang 

esensial bagi kehidupan manusia dan karena itu wajib 

ada sebagai syarat mutlak terwujudnya kehidupan itu 

sendiri baik ukhrawi maupun duniawi. 

b. Al-Maṣlahah Al-Hajjiyat adalah segala hal yang 

menjadikan kebutuhan primer manusia agar hidup 

bahagia dan sejahtera di dunia dan di akhirat serta 

terhindar dari berbagai kesengsaraan atau kesulitan tapi 

tidak sampai menyebabkan kepunahan. 

c. Al-Maṣlahah Al-Tahsiniyyah adalah kebutuhan hidup 

komplementer sekunder untuk menyempurnakan 

kesejahteraan hidup manusia. Jika ini tidak terpenuhi 

maka kemaslahatan hidup manusia kurang kurang 



 

 

 

nikmat meski tidak menyebabkan kesengsaraan dan 

kebinasaan hidup.
87

 

Berdasarkan uraian di atas, dari ketiga tingkatan 

maṣlahah mursalah dapat kita simpulkan bahwa 

kemaslahatan daruriiyyat lebih didahulukan dari 

maṣlahathajjiyat, dan kemaslahatan hajjiyat lebih di 

dahulukan dari maṣlahat tahsiniyyat.  

 5. Tujuan  Maslahah Mursalah 

Jalaluddin Abdurrahman secara tegas 

menyebutkan bahwa maslahah dengan pengertian yang 

lebih umum dan yang dibutuhkan itu ialah semua apa 

yang bermanfaat bagi manusia baik yang bermafaat untuk 

meraih kebaikan dan kesenangan maupun bermanfaat 

untuk menghilangkan kesulitan dan kesusahan. Serta 

memelihara maksud hukum syara‟ terhadap berbagai 

kebaikan yang telah digariskan dan ditetapkan batas-
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batasnya, bukan berdasarkan keinginan dan hawa nafsu 

manusia belaka.
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6. Kehujjahan  Maṣlahah Mursalah 

 Mengenai berhujjah menggunakan maṣlahah 

mursalah terjadi perbedaan pendapat diantara para ulama 

sebagai berikut: 

Pertama, bahwasanya kemaslahatan ummat manusia 

selalu berubah-ubah dan tidak ada habis-habisnya. Maka 

kalau sekiranya hukum tidak disyariatkan untuk 

mengantisipasi untuk kemaslahatan ummat manusia yang 

terus bermunculan dan apa yang dituntut oleh 

perkembangan mereka, serta pembentukan hukum hanya 

berkisar pada berbagai kemaslahatan yang diakui oleh 

Syari‟ saja, niscaya akan banyak kemaslahatan manusia 

yang tertinggal di berbagai tempat dan zaman, dan 

pembentukan hukum tidak mengikuti roda perkembangan 

manusia dan kemaslahatan mereka. Hal ini tidak sesuai 

dengan apa yang dimaksud dalam pembentukan hukum 
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sebagai upaya mewujudkan kemaslahatan ummat 

manusia. 

 Kedua, bahwasanya orang yang meneliti 

pembentukan hukum oleh para sahabat, tabi‟in, dan para 

imam mujtahid, maka ia akan merasa jelas bahwasanya 

mereka telah mensyariatkan berbagai hukum untuk 

merealisir kemaslahatan umum ini, bukan karena adanya 

dalil yang mengakuinya. Diantaranya, ketika Abu Bakar 

mengumpulkan lembaran-lembaran al-Qur‟an yang 

terpisah-pisah ditangan sahabat-sahabat Rasul dan 

diletakannya dalam satu mushaf, sebagaimana dianjurkan 

oleh Umar untuk memelihara al-Qur‟an setelah banyak 

penghafal al-Qur‟an yang gugur dalam peperangan. Abu 

Bakar pada mulanya menampik anjuran Umar dengan 

alasan bahwa perbuatan itu tidak dilakukan oleh 

Rasulullah SAW. Mendengar itu Umar berkata:  

واللَّ اَه خٍر نلا سلا 

 و

Artinya: “Demi Allah ini adalah kebajikan dan suatu 

kemaslahatan bagi agama Islam.” 

 



 

 

 

Adapun sumber asal dari metode maṣlahah 

mursalah yang dipergunakan oleh para ulama adalah 

diambil dari al-Qur‟an yang terdapat dalam QS. Yunus: 

57 

                      

               

 

Artinya: “Hai manusia, Sesungguhnya Telah datang 

kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan 

penyembuh bagi penyakit-penyakit (yang 

berada) dalam dada dan petunjuk sertarahmat 

bagi orang-orang yang beriman. (QS. Yunus: 

57).
89

”  

 

Sedangkan nash dari Hadits yang dipakai landasan 

dalam mengistinbatkan hukum dengan metode maṣlahah 

mursalah adalah Hadits Nabi Muhammad SAW, yang 

diriwayatkan oleh Ahmad ibn Majjah yang berbunyi : 

دذثُا يذًذ بٍ ٌذً، ودذثُا ػبذانرزق، اَباٌ يؼًر ػٍ جابر انجؼفً ػٍ 

ػكرية ػٍ ابٍ ػابس قال، قم رسىل اللَّ صهى اللَّ ػهٍه واسهى الاضرار 

 ولاضرار

 

Artinya: “Dari Ibn Abbas RA berkata: Rasulullah SAW, 

bersabda: “tidak boleh membuat madzarat (bahaya) pada 
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dirinya dan tidak boleh pula membuat madzarat pada 

orang lain.” (HR. Ahmad dan Ibn Majjah) 

 

Atas dasar al-Qur‟an dan Hadits diatas, maka 

menurut Syaikh Izuddin bin Abdu al-Salam seperti yang 

dikutip oleh Amin Farih,dijelaskan bahwa maṣlahah 

fiqhiyyah hanya dikembalikan pada dua qaidah induk, 

yaitu:
90

 

a. درء انًفا سذ 

Artinya : menolak segala yang rusak 

 

b. جهب انًصانخ 

Artinya: menarik segala yang bermaslahah. 

 

Selain berlandasakan pada dasar hukum di atas, 

golongan ulama yang menggunakan maṣlahah mursalah 

untuk berhujjah berpendapat bahwa: 

Pertama, ditetapkannya hukum Islam untuk tujuan 

mewujudkan kemaslahatan masyarakat. Banyak dalil-dalil 

qathi‟ yang menjelaskan bahwa dimana adanya maslahat 

disitulah ada syariat Allah: 
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رع اللَّاٌٍ وجذ ت انًصهذة فثى ش  

Artinya: “Dimana saja didapatkan maslahat, maka 

disitulah agama Allah.”
91
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Kedua, para ulama berpendapat bahwa apabila 

tidak mempergunakan maṣlahah mursalah di tempat-

tempat yang perlu dipergunakannya, maka akan timbulah 

kecurangan dalam beragama.
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